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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun 
penelitian lapangan, serta pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan 
pada bab-bab sebelumnya, berikut ini adalah kesimpulan yang merupakan 
jawaban dari permasalahan dalam hasil penelitian sebagai berikut: 
Dalam memutus perkara penganiayaan berat yang mengakibatkan 
kematian, Hakim di nilai sudah memperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap perkara penganiayaan berat yang 
mengakibatkan kematiaan berdasarkan suatu pertimbangan, yang menjadi 
dasar petimbangan hakim tersebut terdiri dari pertimbangan yuridis yang 
berupa keterangan saksi, alat-alat bukti, motif pelaku melakukan penganiayaan 
berat yang mengakibatkan kematian, cara-cara melakukan tindak pidana 
penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, dan ada unsur direncanakan 
atau tidak, pertimbangan lain yakni pertimbangan sosiologis, yang berupa 
pertimbangan hakim dalam melihat reaksi masyarakat atau sosial, serta 
pertimbangan terhadap korban dan keluarga korban, dan juga pertimbangan 
terhadap terdakwa dilakukan dengan melihat apa yang menjadi motif terdakwa 
melakukan melakukan tindakan penganiayaan berat yang mengakibatkan 
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kematian, pertimbangan terhadap terdakwa tersebut juga dilakukan dengan 
melihat pada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yang meliputi : 
1. Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan berlangsung. 
2. Terdakwa belum pernah dihukum. 
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.  
 
B. Saran  
Hakim dalam menilai atau memutus suatu pidana mengikuti aturan-
aturan hukum yang berlaku serta berkembang dalam masyarakat dan tidak 
cukup hanya dengan dilandasi oleh hati nurani dari hakim maupun opini atau 
pendapat masyarakat umum saja, akan tetapi hendaknya suatu putusan hukum 
yang dikeluarkan oleh hakim tersebut harus berdasarkan pada pertimbangan 
yang bersifat obyektif dan perlu ada pedoman yang jelas, baik mengenai 
penerapan maupun tujuan yang hendak dicapai, hakekat serta ukuran-ukuran 
dalam menjatuhkan pidana. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan pidana 
harus sesuai dengan hal-hal yang terdapat di dalam pasal 354 ayat (2) KUHP 
dan pasal 353 ayat (3) KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP, dan pidana yang 
dijatuhkan tersebut harus merupakan suatu pidana yang cukup berat, hal ini 
dimaksudkan agar pelaku penganiayaan berat yang mengkibatkan kematian 
tersebut jera dan tidak melakukan kembali perbuatan yang sama. Dan 
seyogyanya seorang hakim harus memperhatikan serta mempertimbangkan 
faktor-faktor yang memberatkan serta yang meringankan tindakan terdakwa 
secara teliti serta disesuaikan dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. 
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